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mpiran . Satu berkas
Il . Penyelenggaraan BPKP Goes to Campus

dan Call for Paper dalam Rangka HUT

Ke-40 Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta;

Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta;

Rektor Institut Seni Indonesia;

Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Yogyakarta
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor PR.00.00/S-
3/SU/02/2023 tanggal 31 Maret 2023 hal Penyelenggaraan BPKP Goes to Campus
in Call for Paper dalam Rangka HUT Ke-40 Badan Pengawasan Keuangan dan
smbangunan (terlampir), dengan ini kami bermaksud untuk berkoordinasi terkait
irtisipasi pihak kampus merespon surat tersebut.

Besar harapan kami pihak Universitas/Perguruan tinggi dapat berpartisipasi
ida kegiatan dalam rangka HUT tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami

engucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan,

Adi Gemawan

'mbusan Yth.
Sekretaris Utama BPKP
Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK

yanan Pengaduan/Hotline:
abila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme
nyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 081389101133
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Lampiran Surat Sekretaris Utama BPKP
Nomor: PR.00.00/S-573/SU/02/2023
Tanggal: 31 Maret 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

Yth.:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di
wilayah Aceh;

Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Bengkulu;

Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Riau;

Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Jambi;

9. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Lampung;

10. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Bangka Belitung;

11. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

12. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

13. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

16. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Banten;

17. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

18. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Jawa Barat;

19. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

20. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Jawa Timur;

22. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Bali;

23. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Gorontalo;

26. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;

27. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;

28. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;

29. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

31. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Maluku Utara;

32. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Maluku;

33. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Papua Barat;

34. Pimpinan PTN dan PTS di wilayah Provinsi Papua.
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